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ABSTRAK

ANDI ELVIRA NURFANIA. 105251102519.2023. Legalitas Tanah Wakaf
Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI)
Kabupaten Kolaka. Dibimbing oleh Hurriah Ali hasan dan Siti walida mustamin .

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Legalitas tanah wakag Taman pengajian Qur’an himpunan
pengusaha tolaki Indonesia di kabupaten Kolaka Penelitian ini dilaksanakan di
kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara, tepatnya di kecamatan wundulako mulai 27
Desember 2022 sampai 27 januari 2023. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Setelah diperoleh dari
lapangan, Langkah berikutnya adalah mengklasifikasi,
mengolah,menganalisis,kemudian hasilnya diambil dan ditarik kesimpulan.
Sumber yang digunakan untuk melakukan penelitian ini mengacu kepada buku
dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, selain itu sumber data juga
diperoleh dari hasil wawancara kepada para pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini yakni Legalitas praktik perwakafan di Taman
Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan pengusaha Tolaki Indonesia ( HIPTI)
Kabupaten Kolaka adalah sah secara figih namun belum dikatakan sah menurut
hukum positif yang berlaku di Indonesia dikarenakan belum terselesaikannya
pendaftaran pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan
hukumnya ditangguhkan. Faktor permasalahan dan penyelesaian sengketa di TPQ
Hipti Kolaka dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni di antaranya ; kesulitan
membuat sertifikat dari hasil tanah pecahan, ketidakterbukaanya pihak badan
pertanahan nasional;biaya.

Kata Kunci : Legalitas Wakaf, Taman Pengajian Qur’an
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Absrtact

ANDI ELVIRA NURFANIA. 105251102519.2023. Legality of Waqf Land for the
Qur'an Recitation Park (TPQ) of the Tolaki Indonesian Entrepreneurs
Association (HIPTI) of Kolaka Regency. Supervised by Hurriah Ali hasan and Siti
walida mustamin.

This research uses qualitative research which aims to find out how the
legality of wakag land at the Qur'an recitation park, the association of Indonesian
tolaki entrepreneurs in Kolaka district. December 2022 to January 27, 2023. Data
collection techniques using documentation and interview methods. Once obtained
from the field, the next step is to classify, process, analyze, then the results are
taken and conclusions are drawn. The sources used to conduct this research
referred to books and laws in force in Indonesia, in addition to this, data sources
were also obtained from interviews with related parties.

The result of this study is the legality of wagf practice in Taman Pengajian
Qur'an (TPQ) Indonesian Tolaki Business Association (HIPTI) Kolaka Regency is
legal figh but has not been said to be valid according to the positive law in force
in Indonesia because the registration of the wagf itself has not been completed,
causing its legal force to be suspended. Problem factors and dispute resolution at
TPQ Hipti Kolaka are influenced by several factors, namely; difficulties in
making certificates from fractional land products, the non-disclosure of the
national land agency; costs

Keywords: Legalty of wagf, Qur’an Study Park
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya Undang Undang No. 5 tahun 1960 mengenai Peraturan
Dasar Agraria dan PP.No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik,
masyarakat Islam Indonesia umumnya menerapkan adat keagamaan, seperti
melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan. Sikap jujur dan
saling percaya yang tinggi antara sesama pada masa awal membuat paham
masyarakat Indonesia tersebut tampak naif. Namun, praktik ini pada paruh
perjalanannya menimbulkan beragam persoalan legal mengenai harta wakaf
yang berujung pada perselisihan karena tidak ada bukti yang dapat

menunjukkan bahwa benda-benda terkait telah diwakafkan®

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan
pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf.
Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainya ada petunjuk dari Al-

Qur’an untuk menulisnya, yakni dalam surah al-Baqgarah ayat 282 disebutkan:
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Terjemahnya :

“Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penluis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya,maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang
itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya,dan janganlah ia mengurangi seidikitpun daripada
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki,
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhali, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu



adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.?

Berwakaf adalah suatu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dari sekedar
sewa-menyewa dan muamalah lainya. Mengingat penyerahan wakaf
menyangkut status hak atas tanah wakaf untuk jangka waktu tidak terbatas,
selama beberapa puluh tahun kemudian. Karena untuk Muamalah lainya
Allah memerintahkan untuk menuliskannya, maka secara analogi (kias) untuk
wakafpun harus ditulis juga. Jiwa yang terkandung dalam perintah Allah ini
adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat menggugat di
antara pihak yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
diharapkan pengembangan legalitas wakaf dapat memperoleh dasar hukum
yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik
kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelolah benda
benda wakaf. Selain itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa
aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf sesuai dengan
manajemen wakaf yang telah ditetapkan juga agar terjaminya kesinambungan
dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan
sistem ekonomi syariah yang sedang berkembang saat ini. diharapkan aset
wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang

dapat sejahterakan masyarakat.

2 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya (proyek pengadaan kitap Al-
Qur-an, Jakarta).



Penjelasan pasal 49 huruf e Undang undang nomor 3 tahun 2006
menyatakan yang diamaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau
sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan
Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Kompetensi di bidang
perkara wakaf ini merupakan kompetensi Peradilan Agama sejak semula yang
tidak pernah dihapus atau dicabut.

Kemudian,pada tanggal 27 oktober 2004 di Undangkan Undang-
Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 1 angka 1 undang
undang ini dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat.
Pengertian wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Sedangkan nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan pertunjukanya.®

Wakaf menjadi sah jika memenuhi dua aspek sekaligus, yaitu aspek
agama (fikih) dan undang undang (UU No 41/2004 tentang Wakaf dan PP no
42/2006 tentang wakaf) banyak problem di masyarakat khususnya konflik
tanah yang disebabkan tidak adanya sertifikat tanah wakaf karena kelalaian

mengurus legalitas wakaf sesuai undang undang wakaf. Dalam konteks

® Direktorat Jenderal, Bimbingan Masyarakat Islam,peraturan perundangan perwakafan
Tanah milik, Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, Jakarta 1984/1985, h.91.



sekarang, aspek kepecayaan tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi harus
dibuktikan dengan terwujudnya sertifikat tanah wakaf, sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang tidak bisa digugat oleh siapapun, khususnya ahli waris.

Oleh sebab itu, ketundukan ada aspek agama (fikih) harus diimbangi
dengan ketundukan pada aspek Undang Undang wakaf supaya bisa permanen
dan pemanfaatanya optimal bagi kemaslahatan umat. Wahbah Az-zuhalili
menjelaskan pentingnya menetapkan wakaf, baik secara syar’i maupun
undang undang. Syar’i menetapkan bahwa persaksian (syahadah) menjadi
salah satu cara menetapkan wakaf. Persaksian ini diumumkan ke muka
publik sehingga bisa didengar dan diketahui banyak orang.

Hal ini sesuai dengan undang undang yang mensyaratkan adanya
pencatatan dalam buku pertanahan dalam setiap transaksi yanga ada manapun
dan kapanpun. * Sekarang ini, jika terjadi konflik wakaf ;,maka pihak yang
mempunyai legalitas hukum itulah yang diakui Negara (Wahbah Az-zuhaili,
al-figh al-islami wa Adillatuhu, 2007:10:7667). Di sinilah pentingnya
sertifikat dan legalitas sebuah wakaf.

Berdasarkaan latar belakang di atas penulis berinisiatif melakukan
sebuah penelitian mengenai Legalitas Tanah Wakaf di Taman Pengajian
Qur’an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten

Kolaka Sulawesi Tenggara.

* https://www.ipmafa.ac.id/keharusan-legalitas-wakaf/ (diakses pada tanggal 26
september 2022 pada jam 12.00 WITA)


https://www.ipmafa.ac.id/keharusan-legalitas-wakaf/

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam

penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses wakaf di Taman Pengajian Qur’an Hipti Kolaka ?

2. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi permasalahan dan persengketaan

di dalam pengelolaan tanah wakaf ?

3. Bagaimanakah legalitas hukum dalam pengesahan tanah wakaf TPQ
HIPTI Kabupaten Kolaka menurut perspektif Undang Undang dan hukum
islam?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses Wakaf di Taman pengajian Qur’an
Hipti Kolaka

2. Untuk mengetahui Bagiaman Penyelesaian jika terjadi permasalahan dan
persengketaan di dalam pengelolaan tanah wakaf

3. Untuk mengetahui bagaimana legalitas hukum dalam pengesahan Tanah
wakaf TPQ Hipti Kabupaten Kolaka menurut prespektif Hukum Islam dan

Hukum Undang Undang

D. MANFAAT PENELITIAN
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan

kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan

lebih lanjut sebagai berikut:



a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan mengenai legalitas sebuah tanah wakaf untuk menambah
pengetahuan ilmu figih dan perundang undangan tentang tanah wakaf di
Indonesia. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya
ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi dan
figih syariah di Indonesia.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan
dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan
masukan bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten kolaka, dalam
menyikapi terjaminya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan
pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan system ekonomi syariah yang
sedang berkembang saat ini .penelitian ini juga di harapkan memberikan
pemahaman dan pemanfaatan aset wakaf menjadi sumber pendanaan
bagi pembangunan ekonomi islam yang dapat sejahterakan masyarakat

Kabupaten kolaka sebagai sarana dan kegiatan ibadah yang lebih baik.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf
a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal
dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu
atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa”
dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal
dari kata kerja wagafa (fiil madi) — yaqifu (fiil mudari)-wagfan (isim
masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut
istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya
tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk
kebaikan™.”

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan
dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah
milik adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik

dan melembagakanya untuk selama lamanya untuk kepentingan

*Muhammad ibn Ismail ash-Shanéniy,subulu-s salam, juz 3, Muhammad Ali
shabih,Mesir, (Tanpa tahun), h. 114.



peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama
Islam.

Penjelasan pasal 49 huruf e Undang —Undang Nomor 3 Tahun 2006
menyatakan yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang
(wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah. Kompetensi di bidang perkara wakaf ini merupakan
kompetensi Peradilan Agama sejak semula yang tidak pernah dihapus atau
dicabut.

Kemudian, pada tanggal 27 oktober 2004 diundangkan Undang-
Undang nomor 41 tahun 2004 tetang wakaf. Pada pasal 1 angka 1 Undang —
Undang ini dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda milikya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut
syariat. Pengertian wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda
miliknya. Sedangkan nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan pertunjukanya.®

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam figih
Islam,wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda walaupun

berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah

® Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan,2006, h. 2-3.
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mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non
tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis
ketika di ambil manfaatnya.

a. Keutamaan Wakaf

Umat Islam yang mempunyai harta sangat di anjurkan
memberikan harta bendanya untuk kepentingan kepentingan umum.
Maka anjuran ini, salah satu pelaksanaan wakaf yang dikatakan adalah
menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk
kemaslahatan umum. Orang yang memberikan wakaf tidak lagi
mempunyai hak atas tanah Yang diwariskannya, Harta yang di
wakafkan tidak lagi kepunyaan siapapun dan harta itu seolah-olah
sudah menjadi kepunyaan Allah Swt. dan karena itu, tidak dapat ditarik
kembali, tetapi tetap selama-lamanya menjadi wakaf.”

Suatu wakaf dapat diadakan dengan menentukan tujuanya untuk
keperluan umum, seperti untuk mendirikan sekolah, rumah sakit,
masjid, dan lain lain. Dan boleh juga pula ditentukan untuk keperluan
kaum melarat saja, seperti untuk memberikan makanan dan lain lain.
Dan boleh pula ditentukan untuk anggota keluarga sendiri, biarpun
anggota keluarga itu terdiri dari orang yang mampu. Tetapi yang
terlebih baik adalah wakaf yang ditentukan untuk keperluan umum.

Banyak diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum diisyaratkan wakaf,

baik yang terdapat di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah, terdapat banyak

’ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan,2006, h. 4
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keutamaan dalam perbuatan wakaf,di antaranya keutamaan wakaf,
dirumuskan antara lain :
1) Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang
lain.
2) Menghidupkan baik lembaga lembaga sosial maupun keagamaan
demi syiar islam dan keunggulan kaum muslim
3) Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski
telah menjadi sah, mempunyai fungsi sosial
4) Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan
persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang
menjajikan pahala yang berkesinambungan.®
Sebagai ilustrasi tidak bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan
umat Islam untuk memiliki -berbagai sarana peribadatan di tanah air
Indonesia ini dan bahkan di Negara-negara islam atau Negara-negara
berpendudukan Islam lainya, manakala Islam tidak mensyariatkan hukum
perwakafan sebab berlainan dengan dana ZIS (Zakat,Infak, dan sedekah)
yang pada dasarnya lebih bersifat konsumtif dan diarahkan untuk
menanggulangi  berbagai kebutuhan mendesak umat Islam dalam jangka
pendek atau bahkan kebutuhan sesaat seperti makan atau minum di samping
pakaian dan obat obatan, harta benda wakaf selain menganut asas
produktivitas juga jelas di alokasikan dan diproyeksikan untuk

menanggulangi berbagai kepentingan umat islam yang bersifat jangka

® Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 263.
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panjang.® Wakaf bersama umat islam sejak beberapa tahun terakhir ini
mulai tumbuh dan berkembang di sejumlah Negara islam atau Negara
berpendudukan muslim. Wakaf bukan saja dalam bentuk tanah dan
bangunan-bangunan sekolah/madrasah dan rumah-rumah sakit seperti yang
terbiasa saat ini, melainkan juga sudah mulai tumbuh dan berkembang
perwakafan yang diwujudkan dalam bentuk pertokoan (mini market dan
bahkan super market sekalipun) yang dikelola secara profesional yang hasil
usahanya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat Islam baik
dalam bidang pendidikan dn kesehatan, maupun dalam bidang kesejahteraan
social yang lain-lainya.*
b. Unsur dan Syarat Wakaf

Dalam figih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu :

1) Orang yang berwakaf

2) Benda yang diwakafkan

3) Penerima wakaf

4) Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.Bagi orang yang
berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan
dan wakaf dilakukanya secara sukarela,tidak karena dipaksa.seperti juga di
isyaratkan bagi penjual dan pembeli. Maka yang dimaksud dengan “ahli
berbuat kebaikan” di sini ialah orang yang berakal (tidak gila atau bodoh),

tidak mubadzir (karena harta orang mubadzir di bawah walinya), dan balig.

® Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 275.
19 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ( Jakarta
‘Rajagrafindo persada, 2005), h. 150.
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Untuk barang yang diwakafkan,ditentukan beberapa syarat sebagai
berikut:

1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika di ambil
manfaatnya.

2) Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya
dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh di
hibahkan atau disewakan.

3) Bukan brang haram atau najis.

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf (maukuf
alaih) berlaku beberapa ketentun,yaitu :

1) Orang uang ahli memiliki, seperti syarat bagi orang yang berwakaf
(wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), balig, tidak mubadzir
(boros).

2) Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda
diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi
wakaf. "

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan wakaf, diantaranya ialah :

1) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama
Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat

ibadah agama lain,tidak sah. Tapi kala misalnya mewakafkan tanah

' Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, h. 33.
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untuk dijadikan jalanan umum yang akan dilalui orang islam dan

non islam ,tidak mengapa™.

2) Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan,karena
itu tidak sah kalau seseorang menyatakan : “saya wakafkan kebun
ini selama satu tahun”.

3) Tidak mewakafkan barang yang semata mata menjadi larangan
Allah menimbulkan fitnah.

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memeberi
mudarat kepada warisanya, maka wakafnya menjadi batal ,karena Allah
SWT tidak mengisinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang
dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah. Peraturan pemeritah
No. 28 tahun 1977 Mengatur perwakafan yang sudah lebih khusus, dalam
hal ini mengenai tanah milik.dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa
yang dapat mewakafkan tanah milik ialah :

1) Orang atau orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagali
berikut :

a) Telah dewasa

b) Sehat akalanya serta oleh hukum tidak terhalang untuk

melakukan perbuatan hukum

c) Atas kehendak sendiri dan tanpa paksa dari pihak lain.

Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa untuk bahan hukum ini,yang

bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

12 H. Sulaiman Rasyid, Figih islam,(Jakarta : Wijatya 1945) h. 305.
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Untuk benda yang diwakafkan, seperti dicantumkan dalam pasal 4 adalah
khusus tanah hak milik dengan syarat, harus bebas dari segala :

1) Pembebanan

2) lkatan

3) Sitaan

4) Perkara.

Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas
pemeliharaan dan penggunaaan benda wakaf disebut nadzir, seperti
dimaksud dalam peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-
Undang nomor 41 tahun 2004 oleh pasal 1 ayat (4). Yang menyatakan
bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukanya.*®
Sehubungan dengan rukun wakaf yang keempat yaitu sigat atau lafaz, PP
No. 28 tahun 1977 mengaturnya dalam bentuk ikrar secara jelas dan tegas
kepada nadzir.**

1) Di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf
2) Kemudian dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf
3) Disaksikan olehh sekurang-kurangnya dua orang saksi hal ini

disebutkan dalam pasal 5 ayat (1)."

35.

'3 Republik Indonesia.1945.Undang-Undang Dasar 194.Republik Indonesia 2004.

5 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, h. 34-
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c. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Figih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara
pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan
peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang
lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang
hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat
pembuat akta ikrar wakaf utuk melaksanakan ikrar wakaf.'®

Yang dimaksud dengan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam
hal ini adalah kepala KUA kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak
ada kantor KUA-nya. Maka kepala kanwil depag menunjuk Kepala KUA
terdekat sebagai pejabat pembuat Akta ikrar wakaf di kecamatan tersebut.
Hal ini di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) peraturan menteri agama
No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya, pasal 2 ayat (1) dan (2) memberi petunjuk
bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal ini wakif tidak
dapat menghadap PPAIQ, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertuliis
dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.
Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 tahun 1977 menentukan bahwa
dalam melaksanakan ikar, pihak yang mewakafkan tanah dharuskan
membawa serta menyerahkan surat surat berikut:

1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainya

'® Halim, Abdul “Hukum Perwakafan Di Indonesia” Jakarta : Ciputat press 2005 h. 17
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2) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala
kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah
dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.

3) Surat keterangan pendaftaran tanah Izin dan bupati/walikotamadya
kepala daerah,Kepala sub direktorat agraria setempat.’

d. Pendaftaran Tanah Wakaf

Dasar hukum kegiatan wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang wakaf. Definisi wakaf menurut Undang-Undang
tersebut adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Unsur-Unsur yang terdapat dalam perbuatan wakaf adalah sebagai berikut:

1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Dengan catatan bahwa calon wakif terlebih dahulu melakukan
musyawarah dengan keluarga untuk meminta persetujuan guna
mewakafkan sebagian tanah miliknya. Adapun syarat tanah yag di
wakafkan adalah milik wakif, dapat berupa pekarangan,
pertanian,atau tanah yang sudah berdiri bangunan boleh berupa
tanah dan bangunan, atau bila tanah Negara yang sudah dikuasai
nadzir/pengurus lembaga sosial agama dan telah berdiri bangunan

sosial agama.

1" Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, h. 38.
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2) Nadzir dalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif

untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazir terdiridari :

a)

b)

1)
(2)
©)
(4)
()

Nadzir perseorangan yang dimana nadzir perseorangan harus
merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3
(tiga) orang, dan salah seorang di angkat menjadi ketua.

Nadzir organisasi, merupakan organisasi yang bergerak di
bidang social,pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan
dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : **

Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
Daftar susunan pengurus

Anggaran rumah tangga

Program kerja dalam pengembangan wakaf

Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah
dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

salah seorang nadzir yang di angkat oleh nadzir organisasi
meninggal,mengundurkan diri, berhalangan tetap atau di
batalkan kedudukanya sebagai nadzir, maka nadzir yang

bersangkutan harus diganti

' Urip santoso, “kepastian hukum wakaf Apabila tanah hak milik”, Prespektif, Vol.XIX

No.2 (Mei 2014), h.60
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¢) Nadzir badan hukum, yakni badan hukum Indonesia yang bergerak
di bidang social,pendidikan,kemasyarakatan, atau keagamaan
Islam yang memenuhi beberapa persyaratan yakni memiliki :
(a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
(b) Daftar susunan pengurus
(c) Anggaran rumah tangga
(d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
(e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf
atau yang merupakan kekayaan badan hukum dan surat
pernyataan bersedia untuk di audit."®
Menurut pendapat imam Syafii, Malik dan Ahmad,wakaf dianggap
telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walaupun tidak ditetapkan
oleh hakim. Milik semula dari wakif telah hilang atau berpindah degan
terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif. Dari
keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak di perlukan
banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara peklaksanaan
wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum
terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan yaitu

mengumumkan barang wakaf tersebut.

Pendaftaran tanah wakaf diatur oleh pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP

No. 28 Tahun 1977 dan beberapa pasal Peraturan Menteri Agama No. 1

' Urip santoso, “kepastian hukum wakaf tanah hak milik”,Prespektif, Vol.XIX No.2 (Mei
2014), h.61



20

Tahun 1978. Setelah selesai Akta lkrar wakaf, maka PPAIW atas nama
nadzir diharuskan mengajukan permohonan, kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini ,Kepala sub
Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik
tersebut menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961. Selanjutnya kepala
sub direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya.?
Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka
pencatatanya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu nadzir
yang bersangkutan wajib melaporkanya kepada pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agama. Dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam
pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978
adalah Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan Akta ikrar wakaf sendiri

dibuat rangkap 3, masing masing untuk :

1) PPAIW
2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala
Subdit Agraria setempat
3) Pengadilan Agama yang mewilayahinya
Salinannya dibuat rangkap empat untuk disampaikan kepada :
1) Wakif

2) Nadzir

%% Halim,Abdul “Hukum Perwakafan Di Indonesia” Jakarta : Ciputat press 2005 h. 16
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3) Kandepag kabuaten/kota madya Kepalan desa yang bersangkutan
umat islam baik dalam bidang pendidikan dn kesehatan, maupun
dalam bidang kesejahteraan social yang lain-lainya.

e. Penyelesaian Perselisihan Atau Sengketa Harta Wakaf

Dalam kenyataan di lapangan, tidak jarang terjadi perselisihan atau
persengketaan terhadap benda wakaf. ini timbul karena pihak-pihak yang
terlibat di dalam pengelolaan benda wakaf, tidak atau kurang amanah, atau
kalau sekitarnya pengelola sudah berubah, tidak ada informasi yang jelas
bahwa benda tersebut adalah benda wakaf. Karena itulah, perlu di atur
bagaimana solusi atau jalan keluarnya, manakala timbul dan terjadi
perselisinan dan persengketaan terhadap benda wakaf yang jelas-jelas
dapat merugikan kepentingan umum. Menurut pasal 62 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004, menegaskan sebagai berikut :

1) Penyelesaiaan sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat.

2) Apabila penyelesaiaan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui
mediasi,arbitrase, atau pengadilan®.

Sebagai ikhtiar untuk menghindari kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan di dalam pengelolaan benda wakaf, maka dalam pasal 67
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diatur tentang

ketentuan pidana, dinyatakan sebagai berikut :

2! Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 266.
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1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan,menghibahkan
,menjual,mewariskan,mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak
lainya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda
wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00-(lima
ratus juta rupiah).

2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta
benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44,
dipidana dengan pidana penjara paing lama 4 (empat) tahun dan/
atau pudana denda paling banyak Rp.400.000.000,00- (empatratus
uta rupiah).

3) Setiap orang dengan sengaja menggunakan atau mengambil
fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paligng lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.
300.000.00,00-(tiga ratus juta rupiah).?

Selain ketetuan pidana tersebut, Undang-Undang wakaf juga
mengatur tentang sanksi admisistratif. ini di maksudkan agar para

pengelola di dalam menjalankan amanatnya semaksimal mungkin

22 Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 267.
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berusaha  melakukan  tertib  hukum, tertib  administrasi,tertib
pengelolaan,dan tertib pertanggungjawaban dan pelaporan. Selama ini
perselisihan dan persengketaan tentang benda wakaf, diselesaikan melalui
dan oleh pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 sehingga pasal 49 berbunyi : pengadilan Agama bertugasdan
berwenang memeriksa ,memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang orng yang beragama Islam di bidang :

1) Perkawinan

2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah

5) Wakaf

6) Zakat

7) Infak

8) Sedakah

9) Dan ekonomi Syariah®

Pasal 50 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga pasal 50 berbunyi sebagai
berikut :

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam

perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai

** Halim,Abdul “Hukum Perwakafan Di Indonesia” Jakarta : Ciputat press 2005 h. 18
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objek sengketa tersebut harus di putus lebih dahulu oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi
sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam,objek
sengketa tersebut diputus oleh pengadilan Agama bersama-sama

perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.%

Dengan dimikianlah penanganan sengketa yang mungkin terjadi di dalam
pengelolaan benda wakaf,yang di anjurkan dengan perdamaian, musyawarah

untuk mufakat melalui basyarnas atau pengadilan Agama.
f. Manfaat Wakaf Bagi Pembangunan Perekenomian di Indonesia

Pembangunan adalah suatu proses usaha untuk Menyusun sebuah
masyarakat ke arah yang memajukan dan meningkatkan kualiti hidup manusia
secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah
untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di
kahirat.dalam rangka Menyusun ekonomi umat, Islam dengan pendekatan terpadu
dan pro akitf mensyariatkan ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf, Islam mendidik
umatnya bahwa setiap individu. Yang mampu memliki tanggung jawab social
untuk membangun kesejahteraan umat. Setiap muslim mempunyai peran dalam
menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pencapaian
kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya

mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan .

** Republik Indonesia.1945. Undang Undang Dasar 194.Republik Indonesial989
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”
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Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam
pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas
umum separti tempat ibadah (masjid dan mushola), lembaga pendidikan, pusat
kesehatan dan keperluan social lain. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk
membantu meningkatkan kualitas sumber daya islami dalam masyarakat. Ini
karena peningkatan kualitas sumber daya islami dipercaya dapat menjadi modal
utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. Islam mengambil pendekatan bahwa
pembangunan ekonomi perlu disertai dan disumbang oleh setiap anggota
masyarakat.”® Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peran ini. Justeru ini
adalah peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun

untuk semua anggota masyarakat.

Usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian
tidak hanya terbatas pada sector public dan Wakaf dan Pembangunan Ekonomi
ZISWAF,Vol.4,No.1 Juni 2017 119 sektor perdagangan saja. Peran itu juga bisa
diambil oleh individu masyarakat dan juga lembaga tertentu. Melalui lembaga
wakaf peran ini turut dapat disumbangkan oleh sector individu dan lembaga (Nik
Musthapa,1999: 5). Lembaga wakaf dapat membantu Negara dalam mengurangi
beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang
dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Wakaf dan bantuaannya pada Negara.

% Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan,2006, h. 6-7.
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Manusia merupakan pelaku pembangunan dalam islam. *Pembangunan dalam
islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain
untuk mencapai keredhaan Allah (M. Syukri Salleh,tt). Oleh sebab itu,
pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang
berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu
sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Negara memiliki kewajiban untama
menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Diantara fasilitas
umum adalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang

lain.

Kedua, Wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan
bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika
terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya
permintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga
akan Dberakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran

meningkat.

Ketiga, Wakaf dan penyediaan peluang kerja. Harta wakaf dapat digunakan
untuk membangun tempat kursus dan pelatihan sehingga kualitas sumber daya

insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar.*’

*® Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan,2006, h. 8.

*https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/3034/2291#:~:text=Wa
kaf%20tidak%20hanya%20membantu%20mengurangi,Cisakca%2C%201997%3A%2065).
(diaskses pada 12 desember pukul 20.00 WITA)



https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/3034/2291#:~:text=Wakaf%20tidak%20hanya%20membantu%20mengurangi,Cisakca%2C%201997%3A%2065
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/3034/2291#:~:text=Wakaf%20tidak%20hanya%20membantu%20mengurangi,Cisakca%2C%201997%3A%2065
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2. Legalitas
a. Definisi Legalitas

Kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex yang berarti Undang-
Undang, atau dari kata jadian legalitas yang berarti sah atau sesuai dengan
ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan
menurut Undang-Undang. Asas legalitas berkaitan dengan ketentuan yang
menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada
undang-undang yang mengaturnya.”®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai
arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara
mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak
ada ketentuan yang mengatur.?

b. Legalitas Tanah Wakaf

Syarat keabsahan dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik
ada dua, antara lain:

1) Syarat materiil, ketentuan syarat materiil adalah Pemilik tanah
perseorangan yang mewakafkan tanah Hak Miliknya sudah dewasa,
berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
sedangkan nazhir yang perseorangan adalah Warga Negara
Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang

melakukan perbuatan hukum.

%% Moh Khasan, “Prinsip Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana
Islam”, Rechts Vinding, Volume 6 No. 1 (April 2017), h. 25.

» KBBI Daring, Arti kata Legalitas,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas/(26
Oktober 2022)
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2) Syarat formal, ketentuan syarat formal adalah Tanah Hak Milik
yang diwakafkan oleh pemiliknya harus dibuktikan dengan Akta
Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.
Dengan akta ikrar wakaf tersebut, kemudian didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertipikat
wakaf.®

Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya untuk
kepentingan peribadatan dan kepentingan sosial lainnya dilarang: dijadikan
jaminan utang; diperjualbelikan. Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh
pemiliknya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya harus
memiliki sifat right to use yang berarti nazhir yang diserahi tanah wakaf hanya
mempunyai hak untuk mempergunakan tanah untuk kepentingan peribadatan atau
kepentingan sosial lainnya dan bukan Right of dispossal yang berarti tanah Hak

Milik yang telah diwakafkan oleh pemiliknya tidak boleh dijadikan jaminan

utang, diperjualbelikan, dihibahkan, ditukar dengan benda lain, dijadikan modal

perusahaan, atau diwariskan kepada pihak lain. **

c. Dasar Hukum Legalitas Tanah Wakaf
Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan
pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf.

Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya, ada petunjuk dari Al-

*® Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan,2006, h. 10-11.

8 Urip Santoso, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, PERSPEKTIF, Vol XIX
No. 2 (Mei 2014), h. 79.
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Quran untuk menulisnya. Misalnya dalam surah Al-Bagarah ayat 282 di

Sebutkan :

¥5° Jadly Eak 15 il 5 GG L Jal G0 oy i 13 T3kl Gl (@il
G Y5 405 AT iy Gall ale ool guaaly il dale bk i o s
25 QL b (o geliin ¥ 3 G 3 i el alle (0 (8 (6% 13 4
O35 (e 5305 B GRS B &4 8 (RS ) o g |2 LT 57 il
V3% 2 L 13) alagal ol W% s AN apdan) K8 laglad) uss o olgll (e
V1, gy makial 58l il sie Sl RIS T a1l 1) 150 5T 1 puatens 25 o 130

13 1 2¢8l 51 4885 YT 204 A&l (008 8050 g5 5 5l B3 (0 &5 o )1 5065

s W

@ ° 5@ % 2% s Lo 2t AOeIE s ; S A g g Ao EAE,, (R TR s \F . T ote -
0T 500 a8l 5l 58 5758, (5 5t 4081 glai () 5500 W5 & Sl W 5% 2

Terjemahanya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan,hendaklah  kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penluis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,dan
janganlah ia mengurangi seidikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang
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mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah itu perdagangan

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi

kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah

suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berwakaf adalah suatu kegiatan menyerahkan hak yang tidak kalah
pentingnya dari sekedar utang-piutang atau sewa-menyewa (dan muamalah
lainnya) seperti maksud oleh ayat 282. Mengingat penyerahan wakaf menyangkut
status hak atas tanah wakaf tersebut untuk jangka waktu tidak terbatas, selama
beberapa puluh tahun kemudian karena untuk muamalah lainnya Allah
memerintahkan untuk menuliskannya,maka secara analogi (kias) untuk wakafpun
harus ditulis juga. Jiwa yang terkandung dalam perintah Allah untuk menuliskan
muamalah ini adalah agar di belakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat-
menggugat di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Walaupun Al-Qur’an tidak menentukan lebih lanjut tata cara,prosedur atau
bentuk formulis yang digunakan, namun adanya ketentuan PP no. 28 Tahun 1977
dan Peraturan menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang mengatur secara rinci

prosedur dan tata cara penulisan/pendaftaran tanah wakaf ini, sesuai sekali dengan

esensi petunjuk Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 282 tersebut.®

%2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya,proyek pengadaan kitab suci al-
Quran, Jakarta, 1978/979, h. 70.
%% Adijani Al- alabij, Perwakafan tanah di indonesia, dalam teori dan praktek. h. 102.
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Menurut  Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang
disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-
Quran maupun Hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di
zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum

wakaf dalam agama islam ialah :
1. Al-Quran surah al-hajj ayat 77 yang menyebutkan :
GrsAdES akial Al 1 g0ably a5 150815 ) 92 3 1 98831 ) il e g3

Terjemahnya :
“wahai orang orang yang beriman , rukuk dan sujudlah kamu dan
sembahlah Tahanmu serta berbatlah kebaikan supaya kamu
berbahagia.”*

2. Selanjutnya firman Alah dalam surah an-Nahl ayat 97

Comily a8 A a4 35 7A0h Bla Alall (alsa 3o oA 5l 83 (ha lalla (e b
Ostans 1 68 L

Terjemahnya :

“Barang siapa yang berbuat kebaikan , laki laki atau perempuan dan ia
beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang
mereka amalkan. >

% Pimpinan pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah,
Yogyakarta, cetakan kedua,1971, h. 272.
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3. Surah Ali Imran ayat 92 yang menyebutkan

2

A A4 A G g bha 1 3RET L3 siad Laa 15085 A8 5 16l &y

Terjemahnya :

“ kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan
harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu
sungguh Allah maha mengetahui.”*

Kesimpulan dari ketiga ayat di atas yakni orang beriman tidak hanya diseru
hanya sekedar melakukan sholat tapi di suruh juga buat kebaikan, karena pada
dasarnya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik dia laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman maka pasti Allah berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan Allah akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik

dari apa yang mereka kerjakan.

4. Sabda Rasululllah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu
Hurairah yang mengatakan “Apabila mati anak Adam,maka terputusiah
daripadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu
yng bermanfaat, da nana yang saleh yang mendoakanya”. Imam
Muslim meletakkan hadis ini dalam bab wakaf karena para ulama
menafsirkan istilah sedekah jariah disini dengan wakaf.*’

5. Hadist yang di riwayatkan oleh Lima Ahli hadist dari Ibnu Umar yang
menceritakan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di khaibar.
Beliau menghadap Nabi dan bertanya “Aku telah memperoleh sebidang
tanah di khaibar yang belum pernah kuperoleh sebaik itu, lalu apa
vang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda “ jika suka,
engkau tanahlah “pokoknya” dan engkau gunakanlah untuk sedekah
(jadikanlah wakaf )”. Kata ibnu Umar “Lalu Umar menyedekahkan,
tidak dijual “pokoknya” tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada
orang lain "dan seterusnya.

% Departemen Agama RI, AL-Quran fan terjemahanya,proyek pengadaan kitab suci Al-
Qur’an.Jakarta,1978/1979, h. 272.
s Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, h. 27.
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Kesimpulan dari sabda Rasulullah SAW beserta hadist di atas yakni
bahwasanya Kita hidup didunia hanya sementara begitu kita meninggal terputuslah

daripadanya semua amalanya kecuali sedekah jariah yakni salah satunya wakaf.

Dasar hukum seperti tercantum pada angka 1 S/d 4 sebenarnya tidak
secara husus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama Islam menjadikanya
sebagai sandaran dan perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat
tentang hal tersebut. Hanya hadis tentang wakaf Umar r.a. yang secara lebih
khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah
“tashaddaga™ atau menyedekahkan. Apa yang dilakukan oleh Umar tersebut
merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam riwayat Islam.

Sedangkan dalam Undang-Undang yang megatur tentang perwakafan
yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Lahirnya Undang-
Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan
wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat
memberikan kepastian hukum kepada wakif baik kelompok orang, organisasi
maupun badan hukum yang mengelola benda benda wakaf. Selain itu,
peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melidungi para
nadzir dan peruntukan wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah
ditetapkan juga agar terjaminya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan
dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang

sedang berkembang saat ini. Diharapkan asset wakaf menjadi sumber

%8 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, h. 28.
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pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat sejahterakan

masyarakat.*

B. Penelitian Terdahulu
Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan tulisan

tentang perwakafan, namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan
tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk
menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan penulis, di bawah ini

beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Ima Shofa dengan judul “Starus Kekuatan
Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo,
Kec. Prigen Kab. Pasuruan”,*® fokus pembahasan pada penelitian ini adalah
mengenai kondisi tanah wakaf di Desa Lumbang Rejo yang belum disertifikasi
karena masih mengikuti tradisi yang sudah turun temurun dengan cara
pengikraran wakif dihadapan nadzir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

Prosedur perwakafan tanah di Desa Lumbang Rejo masih mengikuti tradisi
keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang di
beri amanah wakaf dari pada hokum formal yang ada, terdapat beberapa factor
yang melatarbelakangi tanah tersebut belum di sertifikat yaitu tidak adanya

sosialisasi dari aparat yang terkait dan minimnya tingkat pendidikan

% Jaih mubarok,wakafproduktif (Bandung : simbiosa Rekatama Media,2008), h. 175-
178.

** Wiwin Ima Shofa, “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi
Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)”, (Skripsi--UIN Malang, Malang,
2008)
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masyarakat dan mahalnya biaya sertifikasi, tidak adanya kepastian hukum bagi
tanah yang tidak mempunyai syarat syarat administratif yang telah diatur oleh
UU No.41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya dalam PP No.42 Tahun

2006 khususnya mempunyai sertifikat.

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu
terletak pada kesamaan meneliti tentang legalitas tanah wakaf. Perbedaan
penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat
dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf di TPQ Hipti

Kabupaten Kolaka.

. Skripsi yang disusun oleh Hilman Feisal yang berjudul “Problematika
Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab.
Bekasi)”. Dalam pembahasannya mencakup tentang Kegiatan pendaftaran di
daerah Babelan belum sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan beberapa
problematika baik dalam tata cara maupun dalam pelaksanaannya. Adapun
hasil dari penelitian ini adalah : Praktik wakaf di daerah Babelan Kab. Bekasi
adalah sah secara figih. Karena terkumpulnya syarat dan rukunya seperti yang
tercantum pada bab 4, ikrar wakaf telah dilakukan oleh wakif baik dengan lisan
maupun dengan tulisan tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah
pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administratif, jika
dilihat dari perspektif perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah dan

belum memiliki legalitas sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya
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pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya

ditangguhkan. **

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu
terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini
dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus

penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf.

3. Umbaran Wibowo, dalam Skripsinya yang berjudul “Praktek Pendaftaran Dan
Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora” membahas tentang
problematika yang ada tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan buku
yang ada dalam ketentuan Undang-Undang, ada penambahan dan ada
pengurangan aturan demi kelancaran proses pendaftaran dan pesertifikatkan
atas tanah wakaf. Problematika yang lain adalah keberadaan tanah wakaf
tersebut di tegaskan agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari terhadap

tanah yang sudah diwakafkan*?.

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu
terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini
dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus

penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf.

*' Hilman Feisal, “Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf ( Studi Kasus
Daerah Babelan Kab. Bekasi)”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019)

2 Umbaran Wibowo, “Praktek Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”
Skripsi tidak diterbitkan (Semarang : FISIP dan Kewarganegaraan, 2006.
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4. Oke Brahmantia Putra dalam Skripsinya yang berjudul “Sertifikasi Tanah
Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangungan Di Kabupaten Semarang
(Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran
Timur)” membahas tentang calon wakif ketika ikrar harus dilandasi dengan
rasa ikhlas dan juga dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang berasal
dari Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah yang masih memiliki sertifikat dan
juga penetapan wakaf dari pemerintah setelah itu jangka waktu tanah yang
berstatus Hak Guna Bangunan akan menjadi hapus haknya karena proses

pelepasan hak*

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu
terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini
dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus

penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf.

** Oke Brahmantia Putra, “Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal Dari Hak Guna
Bangungan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji
Kecamatan Ungaran Timur)”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang : Universitas Negeri Semarang,
2011).



BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan

(kualitatif) yakni penelitian yang secara utuh terfokus pada objek yang diteliti
terhadap legalitas tanah wakaf Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan
Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka dengan secara terperinci,
untuk mengetahui dengan jelas mengenai proses legalitas dan masalah

pengelolaan di tanah wakaf yang di teliti.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran lokasi dan objek penelitian
yakni tanah wakaf di Taman Pengajian Qur’an (TPQ) himpunan pengusaha tolaki

Indonesia (HIPTI1) Kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara.

C. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah berfokus pada kualitatif yang

dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagian dasar sudut pandang dan
kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila
suatu isu hukum dilihat dari beberapa fokus penelitian yang berbeda maka

hasilnya dan kesimpulanya akan berbeda pula.
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Penelitian ini berfokus pada beberapa fokus hukum kualitatif, yakni:

1. Fokus pendekatan perundang-undangan ,hal ini dilakukan dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut
dengan Legalitas terhadap tanah wakaf.

2. Fokus terhadap pendekatan kasus , hal ini berfokus pada masalah yang di
teliti mengenai beberapa aspek yakni :

a. Prosedur legalitas dari tanah wakaf

b. Penyelesaian terhadap sengketa tanah wakaf

D. Sumber Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni

1. Sumber data primer
Dalam penelitian ini mengambil sumber data primer yang diperoleh dari
hasil observasi langsung dari responded yang terlibat dalam legalitas tanah
wakaf TPQ hipti kolaka.

2. Sumber data sekunder
Dalam penelitian ini mengambil sumber data sekunder yang diperoleh
dari bahan penelitian yang sudah ada, seperti peraturan hukum Undang
undang,bahan pustaka, literature, dan buku buku yang bersangkutan

dengan legalitas terhadap tanah wakaf.

E. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk

menyusun pelaksanaan penelitian agar lebih terarah dan tersistematis.
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Dikarenkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei deskriptif,

maka ada 3 prosedur penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya sebagai

berikut :

Tahap pertama, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu hal-
hal yang dibutukan pada saat dilapangan, di antaranya : menyediakan
alat/fasilitas untuk proses penelitian berupa buku,balpoin,kamera digital,
dan format wawancara yang akan memudahkan hasil penelitian.

Tahap pelaksanaan, untuk tahap pelaksanaan peneliti  melakukan
pengumpulan data dan bukti melalui kegiatan observasi,wawancara,dan
mendokumentasikan hasil yang terkait dengan legalitas tanah wakaf TPQ
hipti kolaka.

Tahap akhir, setelah data  data. berhasil dirangkum maka prosedur
selanjutnya yakni pengelolaan data dari hasil penelitian dengan menyusun
informasi dan bukti yang telah di kumpulkan. Kemudian data dan bukti
tersebut akan dikaji secara mendalam dengan membenturkan beberapa teori
dan referensi yang relevan dengan penelitian. Setelah melakukan
pengolahan data yang sedemikian rupa maka akan di tarik kesimpulan. Dan

hasil kesimpulan penelitian tersebut akan dideskripsikan,

F. Instrumen Penelitian

1.

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni
Peneliti

Peneliti akan memberikan pandangan subjektif dan menetapkan terhadap

fokus penelitian. Dengan kata lain. Dari semua data yang dikumpulkan peneliti
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akan menyusun kesimpulan berdasarkan prespektif pribadinya. Mulai dari
memilih informan sebagai sumber data,melakukan pengumpulan data , menilai
kualitas data,analisis data,menafsirkan dan membuat kesimpulan dari hasil yang
diteliti.
2. Panduan interview/wawancara
Peneliti akan menyusun format wawancara yang akan di gunakan pada
observasi terkait penelitian.
3. Alat rekam
Penulis akan mengunakan alat rekam sebagai instrument penelitian
sebagai alat eksperimen bukti dari hasil observasi
4. Dokumen/literatur
Peneliti akan melakukan  studi . literatur pengumpulan data sebagai

pembanding atau pendalaman terkait-yang di teliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah
alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.**

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh
untuk memperoleeh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara observasi. Yaitu obervasi nonpartisipan, dimana peneliti

tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

* Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung:
Alfabeta, 2004), h, 137.
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Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus
sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu :
(1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau
perilaku obyek sasaran.” Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung
berkaitan dengan Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur’an (TPQ)
Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya
langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara
terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan respoden.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak
terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga
disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan
wawancara terbuka (open ended interview), wawancara etnografis. Sedangkan
wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized
interview) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya
tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.“®

Melalui wawancara diharapakan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih

mendalam tentang partisipan dalam menginterprentasikan situasi dan fenomena

> Abdurrahman Fatoni. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
PT. Rinekha Cipta, 2006), h. 104-105.
“ Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda. 2006), h. 120.
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yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview
merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah
pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara
lisan pula.*’

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa di artikan semua sumber baik tertulis maupun lisan.
Dalam arti sempit dokumentasi diartikan sumber tertulis saja, tapi dalam arti
khusus, dokumentasi meliputi surat surat resmi dan surat Negara seperti surat
perjanjian.

Sehingga bisa disimpulkan, dokumentasi adalah atktifitas untuk
mempelajari beberapa dokumen baik yang tertulis, Audio Video Maupun karya
monumental untuk memperoleh  data. penelitian.Dalam sebuah penelitian,
Dokumentasi bisa dijadikan pelengkap dari observasi dan wawancara, bahkan

kredibilitas hasil penelitian akan semakin tinggi apabila melibatkan dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif.

1. Reduksi Data
Pada suatu penelitian akan mendapat data yang banyak dan
beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Data yang diperoleh dan
ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang
disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal

pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting.

*"'s.Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 165.
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2. Penyajian Data
Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data
mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam
penelitian dan data yang tidak diperlukan. Sedangkan fungsi dari display
adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.
3. Verifikasi dan Kesimpulan
Suatu  kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, serta dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
untuk mendukung data yang dikumpulan, tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid-valid
dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Geografi Kabupaten Kolaka beserta Lahan Wakaf Di Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara
dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan, tepatnya berada pada 3037’-
4038’ Lintang Selatan dan 12005’-121046° Bujur Timur. Kabupaten Kolaka
secara geografis berbatasn di sebelah utara dengan Kabupaten Kolaka Utara,
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah Timur
berbatasan Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur, sementara sebelah barat
berbatasan dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan
perairan (laut), sekitar 15.000 km2 dengan panjang garis pantai 293,45 km. Di
wilayah perairan ini terdapat sejumlah pulau pulau. Sedangkan wilayah daratan

Kolaka luasnya 3.283,64 km2.

Menurut kepala bagian zakat dan perwakafan kementrian agama
kabupaten kolaka yakni ibu Nur Asiah mengatakan “tahun 2021 ada 148 tanah
wakaf yang sudah terdaftar di kantor agama kolaka kalau tahun 2022 ada 271
tanah yang secara legal terdaftar di kementrian agama kabupaten kolaka
peruntukannya itu ada untuk bangunan masjid sekolah madrasah dengan

pesantren”.*

*8 Hasil wawancara bersama ibu Nur Asiah kepala bagian perwakafan dan zakat Kantor
Departemen agama Kabupaten Kolaka pada tanggal 15 februari 2023
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B. Deskripsi Narasumber
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Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 (Deskripsi Narasumber)

NO NARASUMBER PERAN

1 Nur asiah Kepala bagian Wakaf dan zakat Kementrian Agama
Kabupaten Kolaka

2 Azizah Selaku Nadzir TPQ

3 H.Abdul muis Selaku wakif

4 Mulkim Ahli waris

5 Jamaluddin Anggota Hipti Kolaka

6 Edi Syam Kepala KUA kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka

C. Hasil Penelitian

1. Proses Wakaf Di Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan Pengusaha

Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka

Awal mula TPQ ini berdiri berasal dari kelompok anak anak mengaji yang

di ajar oleh ibu azizah, pada tahun 2017 ibu azizah merupakan seorang pendatang

yang tidak memiliki rumah dan diijinkan menempati rumah milik HJ muis yang

merupakan rumah kosong secara gratis dan dia di bebaskan untuk mengajar anak

anak yang ingin belajar mengaji di daerah sekitar rumah itu, sebagaimana dalam

hasil wawancara Bersama ibu Azizah yang mengatakan :
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“Awalnya Alhamdulillah saya di ijinkan tinggal sama Hj muis untuk tinggal
di Sini tanpa sepersen pun, kebetulan Rumah ini Kosong sy tinggal dari
awal 2017 sampai sekarang terus selama sy tinggal disini sy mengajar anak
anak untuk mengaji mulai dari tahun 2018 Awalanya saya ngajar privat
tapi mulai tahun 2022 itu Alhamdulillah di bangun TPQ jadi makin banyak

anak anak saya ajar terus di buatkan tempat baru yang bagus”.

Selama beberapa tahun ibu Azizah mengajar mengaji, murid ibu azizah
semakin bertambah awalnya yang hanya 8-10 orang tiap tahun makin bertambah
sehingga menarik perhatian Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia yang
berinisiatif untuk membangunkan sebuah Taman Pengajian Qur’an yang bagus dn
layak untuk anak anak yang mengaji di tempat tersebut, baik dari segi fasilitas
ruang tempat mengaji, bahkan rumah ibu azizah juga di perbaiki dengan izin yang

mempunyai tanah yakni H Abdul Muis Kore.

Kemudian awal tahun 2022 ‘Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia
bekerja sama dan meminta izin kepada pemilik tanah yakni H Abdul Muis Kore
untuk membangun TPQ di tanah tersebut sebagai amalan ingin membangun TPQ
di Tanah HJ Abdul muis Kore sebagaimana dalam wawancara Anggota Hipti

Kolaka yakni bapak Jamaluddin yang mengatakan :

“Tahun 2022 itu sekitar awal bulan kami lihat itu rumahnya bu azizah
banyak anak anak datang mengaji disituu akhirnya kami insiatif untuk
membangunkan TPQ disitu dengan mau minta persetujuanya hj muis
Alhamdulillah HJ muis langsung mau dan niat dia wakafkan saja asal
peruntukannya untuk TPQ”. >0

* Hasil wawancara Bersama azizah selaku nadzir dari tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka
pada tanggal 12 November 2023 pukul 15.00

*% Hasil wawancara Bersama Jamaluddin selaku Anggota Hipti Kolaka pada 13 november
pukul 9.30
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Dan pada akhirnya pada bulan juni tahun 2022 TPQ Tersebut telah di
hibahkan oleh H.Abdul Muis Kore yang berlangsung di rumah Wakif Bersama
pengelolah Nadzir, Ahli waris. Dan TPQ Hipti Kolaka di bangun dengan luas
tanah 20 X 5 meter dengan persetujuan wakif yakni H Abdul muis kore yang

mewakafkan tanahanya dalam hasil wawancara yang mengtakan :

“bulan juni itu di bangunmi itu tanah saya sudah kumpul sama jamal sama

mulkim ada juga kepala K%JlA sisa pendaftaran wakafnya untuk legalitasnya

itu nanti jamal yang urus”.
Dengan adanya fasilitas TPQ tersebut, Hipti bekerja sama Bersama ibu
azizah selaku nadzir untuk mengelolah TPQ tersebut yang beratas namakan

Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia.

Kondisi Taman pengajian Quran (TPQ) Himpunan pengusaha Tolaki
Indonesia ( HIPTI) Kabupten kolaka sepenuhnya hampir 90 % selesai. TPQ ini di
bangun mulai juni 2022 hingga sekarang, tanah wakaf TPQ ini di miliki oleh
wakif yang bernama H.Abdul muis kore, Tanah yang di wakafkan berukuran 20
X 5 meter yang berlokasi di JL. Poros Kolaka Pomalaa Kelurahan Wundulako
Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini

sudah ada 58 anak yang tergabung dalam TPQ tersebut.

TPQ ini dari segi fasilitasnya di Donaturi oleh Himpunan pengusaha
Tolaki Indonesia atau biasa di sebut Hipti kabupaten kolaka. Himpunan
pengusaha tolaki Indonesia ini merupakan perkumpulan pengusaha yang bersuku

tolaki di kabupaten kolaka yang menjunjung nilai persaudaraan dan rasa

>! Hasil wawancara Bersama H Abdul muis kore selaku wakif pada 12 november pukul
17.00
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persatuan serta rasa kebersamaan antar sesame masyarakat tolaki yang merupakan
landasan kearifan lokal masyarakat tolaki. Hipti di dirikan pada tanggal 2 februari
2021. Dan di naungi Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tokai (LAT)
Sulawesi tenggara, sebagai bagian dari program kerja departemen pembangunan
dan pemberdayaan potensi sumber daya dalam upaya menghimpun para
pengusaha tolaki dengan semangat kekeluargaan persatuann dan persauadaraan
dan tidak memandang latar belakang social dan politik, sehingga tidak akan
menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan kekuasaan. Di TPQ ini
menerima anak anak yang ingin belajar membaca Al Quran dari segala kalangan
umur tanpa memandang suku anak tersebut karena pada niat di dirikan TPQ ini

untuk kemaslahatan masyarakat umat islam.

2. Penyelesaian Beberapa Faktor Permasalahan Dan Persengketaan

Perwakafan Di Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Hipti Kolaka.

Dari berbagai kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik
perwakafan tanah wakaf , penulis berhasil merangkum beberapa faktor
permasalahan dan persengketaan serta proses penyelesaian pada praktik

perwakafan di TPQ Hipti kolaka yaitu sebagai berikut :

1. Kesulitan Dalam proses pendaftaran Tanah Wakaf yang belum memiliki

sertifikat tanah pecahan.

Salah satu masalah dalam TPQ Hipti kolaka yakni rumitnya pendaftaran
tanah wakaf yang berasal dari tanah pecahan, yang di maksud tanah pecahan

disini yaitu seorang yang ingin mewakafkan tanahnya namun tidak keseluruhan.
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Sehingga pada tanah itu harus di lakukan pemecahan sertifikat Hak milik, hal ini
yang di alami oleh Jamaluddin selaku nadzir yang memasukan berkas tanah wakaf
dari H.abdul muis kore selaku wakif sendiri. Dalam wawancara Bersama

Jamaluddin selaku anggota Hipti kolaka mengatakan

“Awalnya sertifikat hak milik tersebut sudah di masukkan ke kantor
pertanahan karena harus di lakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu,
namun tidak ada kepastian dari kantor pertanahan tentang rentan waktu
proses sertifikasi tersebut dan sudah berlangsung selama 6 bulan”

Bahkan saat dimintai keterangan dari pihak BPN kabupaten kolaka tidak
ada pemberian kejelasan terkait persoalan tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian
pemerintah pusat maupun daerah dan instansi terkait untuk membenahi
permasalahan ini mengingat wakaf adalah suatu kemaslahatan bersama, maka
akan disayangkan jika persoalan ini tidak di selesaikan dengan cepat maka tidak

menutup kemungkinan akan terjadi persengketaan dikemudian hari.

2. Ketidakpedulian sebagian kecil nadzir tentang Urgensi Legalitas Tehadap Tanah

wakaf.

Sertifikat wakaf tentunya sangat penting sebagai bukti bahwa suatu tanah
sudah diwakafkan oleh pemiliknya, sertifikat dapat dijadikan sebagai sebuah alat
bukti yang kuat di pengadilan jika suatu saat nanti terjadi persengketaan taerhadap

tanah wakaf tersebut.

Tidak semua Nadzir dari tanah wakaf yang terdapat di kabupaten kolaka

kecamatan wundulako tidak memiliki keperdulian terhadap legalitas tanah wakaf.

>? Hasil wawancara Bersama Jamaluddin selaku Anggota Hipti Kolaka pada 13 november
pukul 9.30
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Namun walaupun seperti itu, sikap yang tidak perduli ini menjadi salah satu faktor

dari permasalahan prakktik perwakafan yang terjadi di TPQ Hipti Kolaka.
3. Biaya

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa proses sertifikasi Hak milik
dengan program PTSL tidak di pungut biaya karena tanggungan biaya untuk
proses sertifikat Hak milik ini di ambil dari dana APBD,>® begitu juga dengan
proses sertifikasi wakafnya pun juga tidak dipungut biaya apapun. Meskipun
demikian para Nadzir masih mengeluhkan tentang biaya yang harus ia keluarkan

untuk keperluan akomodasi®*.

4. Kepala KUA/PPAIW meyakini Bahwa pihak yang berkewajiban untuk

mendaftarkan tanah wakaf di kantor pertanahan hanya dari pihak Nadzir.

Kepala KUA sekaligus yang bertindak sabagai Petugas Pencatat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) yang merupakan salah satu perangkat pemerintah pada tingkat
kecamatan seharusnya memerhatikan Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun
2017 Pasal 2 ayat 2 yang menyabutkan bahwa Kepala KUA harus mendaftarkan
tanah wakaf yang sudah diterbitkan Akta Ikrar Wakafnya di Kantor pertanahan

bersama-sama dengan Nadzir.

Pada hal ini Kepala KUA yang juga menjabat sebagai PPIAIW kecamatan
Wundulako Kabupaten Kolaka belum mengetahui tugasnya sebagai Petugas

pencatat akta ikrar wakaf yang mewajibkan dirinya untuk mendaftarkan tanah ke

>3 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang pendaftaran tanah sistematis
lengkap pada pasal 41

% Hasil wawancara bersama jamaluddin selaku Nadzir dari tanah wakaf TPQ Hipti
Kolaka
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kantor pertanahan atas nama Nadzir sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2
ayat 2 Peraturan Pemerintah ATR/BPN No 2 Tahun 2017°°. hal ini dapat
diketahui dari hasil wawancara oleh penulis kepada Kepala KUA Kecamatan
Wundulako Kabupaten Kolaka. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala

KUA tersebut menyatakan bahwa :

“kewajiban untuk mendaftarakan tanah wakaf seluruhnya dibebankan

kepada Nadzir dan PPAI\SIX hanya bertugas sampai pada pembuatan Akta

ikrar wakaf (AIW) saja”.
Tentu hal yang demikian ini sangat memberatkan para Nadzir sebagai pengelola
yang juga harus membangun tanah wakaf yang diamanahkan kepadanya dan juga

di bebankan tanggung jawab penuh atas pendaftaran tanah wakaf tersebut”.
5. Persengketaan ukuran tanah

Awalnya semua berjalan seperti kesepakatan Awal pada saat
pembangunan TPQ Hipti tersebut namun pada saat bulan November 2022 Nadzir
jamaluddin tersebut hampir membuat kesalapahaman penambahan ukuran tanah
yang di wakafkan lebih dari kesepakatan awal, maka dari hal ini menimbulkan
persengketaan antara wakif yang di bantu oleh ahli warisnya yakni mulkim, yang

mengatakan :

“kan itu oher dia kasih itu tanah ukuran 20 X 5 meter tapi pas di bangun itu
TPQ dia mau tambah di bagian lahan sayuran yang di belakang, pasti nda
sesuai dengan kesepakatan awal makanya saya datangi itu hari jamal dia
langsung minta maaf sama oher”

> Peraturan Pemerintah ATR/BPN No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Tanah Wakaf di Kementrian Agraria & Tata Ruang/ Badan pertanahan Nasional

*® Hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wundulako yang
diwawancarai pada 12 februari 2023 pukul 11.30

*"Hasil wawancara Bersama Mulkim selaku ahli waris pada tanggal 12 november 2022
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Dan pada akhirya persengketaan tersebut di selesaikan secara musyawarah dan

mufakat antara pihak yang bersengketa yakni wakif dan nadzir.

Tentuya ini menjadi perhatian khusus bagi semua pihak yang terlibat
dalam perwakafan dimana dapat dilihat begitu pentingnya sebuah kelegalitasan
sebuah tanah wakaf untuk menghindari pertikaian dan kesalapahaman

kedepannya.

Ketika belum terselesaikannya proses pendaftaran tanah wakaf di TPQ
Hipti Kolaka tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang menjadi
permasalahan di kemudian hari. Pihak Nadzir menghkawatirkan apabila tanah
wakaf yang mereka kelola belum tersertifikasi akan menimbulkan persengketaan
contohnya di masalah yang sudah terjadi pada bulan November. Hal ini adalah
suatu kemudharatan atau kerusakan karena wakaf yang seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk kegunaan umat manusia dan hak kepemilikannya berpindah
kepada Allah SWT telah hilang atau berpindah kepada orang yang tidak
bertanggung jawab. Oleh karena itu pencatatan wakaf adalah untuk menolak

kerusakan atau mendatangkan kemaslahatan.

Tanah wakaf yang belum bersertifikat mengakibatkan tidak diperolehnya
legalitas atas tanah wakaf tersebut dengan kata lain tanah wakaf yang belum
bersertifikat tidak sah dipandang dari segi hukum positif Indonesia, sehingga
kekuatan dan kepastian hukumnnya ditangguhkan karena belum terselesaikan
proses administrasinya pendaftaran di kantor pertanahan. Sesuai pasal 69 UU No

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu :
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(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
sebelum diundangkannya Undang Undang ini, dinyatakan sah sebagai

wakaf menurut Undang Undang ini .

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di daftarkan dan
diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang Undang ini

diundangkan

3. Legalitas Tanah Wakaf TPQ HIPTI Kabupaten Kolaka Secara Prespektif

Hukum Islam dan Undang Undang Yang berlaku
a. Legalitas tanah wakaf TPQ Menurut Hukum islam

Untuk menentukan kebsahan dari praktik perwakafan, dibawah ini rukun

wakaf yang didalamnya terkandung syarat syarat daripada rukun tersebut %:
a). Waqif ( orang yang mewakafkan).
Syarat wakif itu ada tiga :

- Berakal sehat
- Dewasa (baligh)

- Tidak berada dalam pengampuan

b). Maufuq atau benda yang diwakafkan.

>% Departemen Agama RI , Figih wakaf ( Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf
Dirjen Bimas islam Depag RI, 2006) Hal 21
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Syarat syarat harta benda yang di wakafkan yang harus dipenuhi sebagai

berikut :

1). Benda harus memiliki nilai guna, Benda yang dapat disimpan dan halal
digunakan dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat.karena itu

menurut mazhab hanafi tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta.

2). Benda yang diwakafkan harus tertentu ( diketahui ) ketika terjadi yakin,
sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan karena itu tidak sah

mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah
3). Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

4). Benda yang diwakafkan benar telah menjadi milik sempurna (Al-milik

At;tamm) wakif ketika terjadi akad wakaf.
¢). Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf)

Mauquf ‘alaith atau penerima wakaf ialah orang atau lembaga yang

>, maka orang

menerima harta wakaf. Agar terhindar dari penyalahgunaan waka
mewakafkan terlebih dahulu menjelaskan untuk apa tujuan wakaf yang akan
dilakukanya. Misalnya, wakaf itu ditujukan untuk menolong keluarganya sendiri
sebagai wakaf keluarga (wagf ahli),atau untuk kepentingan umum ( wakaf khairi).
Asalkan tujuannya untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan

diri kepada-Nya. Wakaf juga bisa digunakan untuk sarana ibadah dan sarana

social keagamaan lainya yang memiliki nilai kemanfaatan yang besar.

> Wahbah al-Zuhaili,AL-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, ( Damsyik : Dar al —fikr, 1989)
juz VIII Hal. 193
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d) sighat wakaf

Wakaf adalah segala ucapan atau isyarat orang yang bertekad untuk
menyatakan kehendak dan keinginannya untuk melakukan transaksi wakaf. Sighat
wakaf diucapkan dengan ijab atau kalimat member saja dari orang yang
mewakafkan (wakif) tanpa memerlukan gabul atau kalimat menerima dari maufuq
alaihi. Qabultidak menjadi syarat sahnya wakaf itu dilakukan, juga tidaj menjadi
syarat untuk maufuq alaihi berhak memperoleh manfaat dari harta wakaf, kecuali

pada wakaf yang tidak tertentu, hal ini menurut pendapat sebagian mazhab.

Jadi bisa disimpulkan bahwa keabsahan wakaf menurut Figh lebih
mengacu pada tataran normatif pada hukum islam. Dimana keabsahan praktik
wakaf dilihat dari terkumpulnya syarat dan rukun itu sendiri pada praktiknya.
Dalam hal ini adanya wakif, maukuf alaihi, maukuf bih, dan sighat wakaf. Dan
dalam literatur tidak di temukan persyaratan keharusan pencatatan ataupun

pendaftaran wakaf menjadi sebuah keabsahan wakaf.

Jika dilihat dari keabsahanya menurut hukum islam dalam kasus tersebut,
merujuk pendapat ulama atau prespektif figh, maka sah tidaknya praktik wakaf
ditentukan rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di
atas, rukun wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafi adalah orang yang
mewakafkan (wakif), tujuan diwakafkan (maukuf alaih), barang wakafan (maukuf
alaih), dan sighat wakaf (ikrar wakaf). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun

wakaf itu hanya ada satu, yaitu shighat. Shighat di sini adalah lafaz-lafaz yang
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menunjukkan kepada makna wakaf atau pelafalan yang menunjukkan makna

(subtansi) wakaf.

Dalam hal ini para wakif yang mewakafkan tanahnya dan peruntukan
wakaf seperti dalam penelitian ini dengan nadzir atas nama Jamal, dan ikrar wakaf
telah dilakukan oleh wakif yakni H.Abdul muis kore baik lisan maupun tulisan
tanpa mengandung kesamaran, ikrar juga di saksikan dua orang saksi yakni
mulkim muis dan miliana muis di hadapan kepala kantor urusan PPAIW. Untuk
masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administrasi,
dalam figih tidak ditemukan ketentuan ini. Jadi kesimpulanya praktik yang
dilakukan di daerah kecamatan wundulako kabupaten kolaka Sulawesi tenggara

sudah sah menurut figih karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

b. Legalitas Tanah Perwakafan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Positif Di

Indonesia.

Perwakafan tanah tidak terlepas dari segi legalitas (sah atau tidaknya) sebuah
praktik perwakafan secara hukum. Sebagaimana halnya dengan keabsahan secara
hukum Islam maka, dalam hal ini kesahihan praktik wakaf dilihat dari pandangan

hukum positif perlu di lakukan penelahaan pada kajian normative ( hukum).

Kebiasaan pencatatan atau pendaftaran ikrar wakaf sebelum adanya PP No. 28
Tahun 1997 tentang perwakafan Tanah Milik, masyarakat menggunakan
pernyataan lisan saja yang di dasarkan pada adat kebiasaan keragaman yang
bersifat lokal dirasa telah cukup oleh masyarakat. Pernyataan jelas (shigat sharih)

menurut pandangan syaf’i termasuk bentuk pernyataan yang sah. Ulama sepakat
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setelah tercukupi syarat dan rukun wakaf, maka hal itu menjadi keabsahan praktik

wakaf itu sendiri®.

Setelah berjalan begitu lama, seiring tumbuh kembangnya masyarakat serta
komplekitas permasalahan dan pertanahan, mulailah dirasa perlu upaya pencatatan
serta pendaftaran ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Dimulai dengan lahirnya PP No. 28 Tahun 1997 Tentang perwakafan tanah milik
yang secara khusus pembahasan mengenai pencatatan serta pendaftaran harta
wakaf kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah yang

diwakili oleh KUA kecamatan dan lain lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum
nasional, pemerintahelah menerbitkan Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Pada dasarnya
ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan dalam Undang ini sama dengan
peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang perwakafan Tanah milik, namun
terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru. Sedangkan tentang tata cara
pendaftaranya untuk menghasilkan sertifikat tanah wakaf diatur oleh Peraturan

Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017.

Jika dilihat dari segi sejarahnya, peraturan perundang-undangan Indonesia
terkait perwakafan menganut asas pencatatan serta pendaftaran harta wakaf

merupakan sesuatu yang harus di lakukan, hal itu telah ada sejak diundangkanya

% Achmad Djunaidi dan Thobieb, Menuju era wakaf produktif, (Depok : Mumtaz
Publishing, 2008 ) hal 48
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Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam pasal 10 disebutkan yaitu :

(1). Setelah kata ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4)

()

3).

(4).

(5).

dan (5) pasal 9, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nadzir
yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada
Bupati/walikotamadya Kepala Daerah cqg, Kepala sub Direktorat Agraria
setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan

menurut ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq, Kepala Sub Direktorat Agraria
setempat, setelah menerima permohonan tersbut dalam ayat (1) mencatat
perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan

sertifikatnya.

Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka
pencatatan yang di maksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah

tersbut dibuatkan sertifikatnya.

Oleh menteri dalam negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang

dimaksud dalam ayat (2) dan (3)

Setelah dilakukan pencatatan perwkafan tanah milik dalam buku tanah
dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3) maka nadzir yang
bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh

Menteri Agama
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Pencatatan ikrar wakaf da pendaftaranya, dipertegas pula dalam Undang

Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 32, yaitu :

“PPAIW (Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf ) atas nama nadzir
mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling
lambat 7 (tujuh) dari hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.”

Lebih lanjut dalam pasal 68 dan 60 Undang — Undang No 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf menyebutkan secara tersirat kewajiban pendaftaran wakaf oleh

pihak yang berwenang bersama nadzir .

Pasal 68 tersebut berbunyi : (1) menteri dapat mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh
lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaiamana dimaksud dalam pasal

30 dan pasal 32.

Pasal 69 berbunyi : (1) Dengan berlakunya Undang —Undang ini, wakaf
yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini. (2) wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan di umumkan paling lama 5

(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Kemudian di pertegas lagi dengan peraturan Menteri ATR/BPN No.2

Tahun 2017 dalam pasal 2 ayat 2 sebagai berikut :

“PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW Dan APAIW dan dokumen

dokumen lainya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nhama
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Nadzir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga

puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. ol

Semua ini, untuk menciptakan tertib hukum dan adminstrasi wakaf guna
melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan
hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan
didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata
cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

wakaf dan harus dilaksanakan.

Jadi, meski secara syarat dan rukun terpenuh pada praktik wakaf di TPQ
HIPTI Kolaka, namun melihat kekuatan hukumnya masih ditangguhkan. Karena
peraturan perundangan Indonesia mensyaratkan pendaftaran wakaf menjadi salah
satu sahnya perbuatan wakaf itu sendiri sesuai pasak 69 UU No. 41 Tahun 2004

Tentang wakaf yaitu :

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebelum diundangkanya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai

wakaf menurut Undang- Undang ini.

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan di
umumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang Undang

diundangkan

%1 peraturan Menteri ATR/BPN No 2 Tahu 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah
wakaf di Kementrian Agraria &Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional.
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Rukun wakaf dalam prespektif UU No. 41 Tahun 2004 juga berbeda
dengan prespektif figh, yang mana dilaksanakannya dengan harus memenuhi

usnur wakaf,yaitu :

a). Wakif

b). Nazhir

c). Harta benda wakaf

d). Ikrar wakaf

e). Peruntukan harta benda wakaf

f). Jangka waktu wakaf

Jadi bisa disimpulkan syarat administrasi merupakan faktor penentu sah
tidaknya sebuah perbuatan hukum, dalam hal ini yaitu perbuatan wakaf harus
didaftarkan , karena pada prinsip dasar peraturan perundang-undangan Indonesia
menjaga persengketaan di kemudian hari. Hal itu juga bisa dilihat dengan jelas
pada pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf yang berbunyi :

(1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk
kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan

peruntukannya.

(2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir atas harta benda

wakaf.
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Dari pemaparan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik
perwakafan tanah di TPQ Hipti Kolaka walaupun Sah menurut prespektif Figih
namun dilihat dari aspek perundang undangan di Indonesia masih belum memliki
legalitas dan kekuatan hukumnya masih ditangguhkan. Di lain pihak urgensi
terpenuhinya faktor administrasi, kecermatan,dan ketelitian dalam mewakafkan
harta wakaf menjadi sangat penting, hal itu demi keberhasilan tujuan dan manfaat
wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk mewakafkan
hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, yang akan
mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terbaikan. jika tertib adminstrasinya ini

ditempatkan sebagai wasilah (penghubung) maka hukumnya bisa wajib.*

Maka dalam kasus ini alangkah lebih baiknya usaha-usaha untuk
mendaftarkan tanah wakaf tersebut menjadi suatu kewajiban bersama, bukan
hanya Nadzir dan PPIW saja yang bertanggung jawab akan tetapi harus di seluruh
elemen dalam perbuatan hukum wakaf tersebut, dan pemerintah sebaiknya
membuka akses yang bisa mempermudah jalannya proses pendaftaran tanah
wakaf imi. Hal ini dilakukan demi terhindarnya kemudharatan yang akan terjadi
dimasa yang akan dating jika tanah wakaf tersebut belum juga memiliki kepastian

hukum.

%2 Ahmad Rofig, Figih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2004) halaman 324
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari ini, penulis menemukan kesimpulan yang
didapat dari problematika legalitas tanah wakaf di daerah kecamatan wundulako

yakni :

1. Mulai dari proses perwakafan, yang di awali dengan Kerjasama Himpunan
pengusaha Tolaki Indonesia Bersama Wakif yakni H Abdul muis Kore yang
ingin mewakafkan tanahnya untuk Taman Pengajian Qur’an, Hingga rampung
pada bulan juni 2022 TPQ tersebut di bangun dan urusan kelegalitasnya di

berikan kepada Nadzir Jamaluddin.

2. Dalam proses Kelegalitasnya ada beberapa faktor permasalahan yang di hadapi

Beserta penyelesaianya yakni mulai dari :

a. Kesulitan dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf yang merupakan
tanah pecahan dari kantor Pertanahan tentunya ini menjadi perhatian
pemerintah pusat maupun daerah untuk membenahi masalah ini

mengingat legalitas wakaf adaah suatu kemaslahatan Bersama

b. Ketidakpedulian sebagian kecil Nadzir tentang Urgensi Legalitas Tanah
Wakaf tentunya ini harus menjadi kesadaran diri seorang Nadzir untuk
mengurus secepatnya legalitas tanah wakaf tersebut agar tidak

menimbulkaan hal hal yang tidak di inginkan

64
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c. Kepala KUA/PPAIW Meyakini Bahwa Pihak yang Berkewajiban Untuk
Mendaftrakan Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Hanya Dari Pihak
Nadzir. Seharusnya KUA menyadari diri Juga mempunyai tugas untuk

mendaftaran tanah tersebut.

f. Persengketaan Ukuran Tanah

Nadzir jamaluddin tersebut hampir membuat kesalapahaman penambahan
ukuran tanah yang di wakafkan lebih dari kesepakatan awal , maka dari hal
ini menimbulkan persengketaan antara wakif yang di bantu oleh ahli
warisnya. Dan pada akhirya persengketaan tersebut di selesaikan secara
musyawarah dan mufakat antara pihak yang bersengketa yakni wakif dan

nadzir.

3. Legalitas Tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka baik dari secara Hukum Islam dan
Undang Undang yang berlaku dapat di Tarik kesimpulan, dari segi
keabsahannya praktik wakaf TPQ Hipti Kolaka adalah sah secara figih. Karena
terkumpulnya syarat dan rukunya seperti yang tercantum pada bab 4, ikrar
wakaf telah di lakukan oleh wakif baik secara lisan maupun dengan tulisan
tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri
demi kepentingan pencatatan administrasi, jika dilihat dari prespektif
perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah dan belum memiliki
legalitas sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya pendaftaran

wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.
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B. Saran

Terdapat beberapa kendala pada praktik wakaf di Taman Pengajian Qur’an
(TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia ( HIPTI) kabupaten Kolaka hingga
kini belum terseertifikasi tanah wakaf. Berangkat dari faktor permasalahan yang
telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, penulis akan mencoba
memberikan beberapa solusi yang bisa menjadi alternatif untuk membenahi

permasalahan praktik perwakafan tersebut, yaitu :

1. Kepada Nadzir

Dengan banyaknya kesulitan yang dialami para Nadzir, sebaiknya para
Nadzir lebih teliti dan cermat lagi dalam mendaftarakan tanah wakaf dan juga
Nadzir sebagai pihak yang dibebankan tanggung jawab harus lebih kritis lagi
terhadap instansi pemerintah yang terkait proses pendafataran tanah wakaf. Dalam
hal ini Nadzir harus melaporkan PPAIW yang tidak melaksanakan kewajibannya
untuk  mendaftarakn tanah wakaf kepada pihak yang berwewenang untuk
dikenakan sanksi administrasi ebagaimana yang di atur dalam pasal 68 UU No 41

Tentang Wakaf.

2. Kepada Kepala KUA/PPAIW

Kepala KUA sebagi PPAIW harus berperan aktif atas kewajibannya untuk
mendaftrakan tanah wakaf, PPAIW juga harus mengadakan kegiatan penyuluhan
tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf yang diperuntungkan bagi para Nadzir

maupun Wakif tentang pentingnya sebuah legalitas terhadap suatu perwakafan.
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Dalam kegiatan ini juga PPAIW mensosialisasikan tentang prosedur sertifikasi
tanah wakaf mulai dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Sampai pada tahap
pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan. Disini para Nadzir juga dapat
mendiskusikan tentang kendala kendala yang di alami persertifikasian tanah

wakaf.

3. Kepada BPN

BPN sebagai badan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota harus bisa
memobilisasi proses pendaftaran tanah wakaf tersebut. BPN dapat memberikan
kemudahan dengan cara menerima semua jenis surat tanah wakaf untuk
didaftarkan asalkan tanah wakaf tersebut bebas sengketa. Selain itu BPN juga

harus lebih Transparan terhadap Informasi proses pendaftaran tanah,

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban Nadzir baik
dari segi biaya maupun tenaaga, karena bagaimanapun juga tanah wakaf
disamping kegiatan ibadah juga sebagai fasilitas untuk kemaslahatan bersama

yang jelas akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar.
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Hasil Wawancara

Hasil wawancara bersama ibu nur asiah selaku kepala wakaf dan zakat
Kementrian Agama Kabupaten Kolaka Pada tanggal 15 februai 2023 11.30
WITA

Hasil wawanca bersama kepala KUA/PPAIW Kecamatan Wundulako pada tangga
12 februari pukul 09.30 WITA

Hasil wawancara bersama jamaluddin dan ibu azizah selaku Nadzir dan tanah
wakaf yang tertera di atas di rumah beliau dan di TPQ Hipti kolaka Pada
Pukul 16.00 WITA

Hasil wawancara bersama H.Abdul Muis Kore Selaku Wakif tanah wakaf TPQ
Hipti Kolaka di rumah beliau pada pukul 15.00 WITA.

Hasil wawancara Bersama Mulkim selaku Ahli waris pada 13 november pukul
9.30 WITA
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LAMPIRAN SURAT

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pihak wakif
H Abdul Muis Kore selaku wakif pemilik tanah Taman Pengajian Al-Qur’an
1). Bagaimana proses perwakafan TPQ Hipti Kolaka ?
2). Berapa ukran Tanah yang di wakafkan untuk TPQ ?
3). Apakah Ahli waris sudah setuju dalam perwakafan ini ?
4). Apakah ada ahli waris yang tidak setuju dalam perwakafan ini ?
5). Sudah sampai mana proses Kelegalitasan TPQ Hipti Kolaka ?

6) Apakah ada permasalahan serta sengketa dalam pengelolaan tanah
wakaf ?

2. Pihak Anggota Hipti Kolaka

Jamaluddin selaku anggota Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia sekaligus
Nadzir

1). Bagaimana proses perwakafan TPQ Hipti Kolaka ?
2). Bagaimana proses kerja sama antara Hipti dan wakif ?
3). Bagaimana Proses Legalitas Tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka?

4). Apakah ada Kendala dalam Kepengurusan Legalitas Tanah
Wakaf?

3. Pihak Nadzir
Azizah selaku Nadzir dan pengajar di TPQ Hipti Kolaka
1). Bagaimana proses awal mula Berdirinya TPQ Hipti Kolaka?
2). Sudah berapa persen jadinya bangunan TPQ Hipti Kolaka ?
4). Berapa banyak siswa yang bergabung dalam TPQ ini ?
5). Bagaimana soal kelegalitasan TPQ Hipti Kolaka?



4. Pihak Kementrian Agama Kabupaten Kolaka
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Nur Asiah S.Ag selaku kepala bagian zakat dan wakaf Kementrian Agama

Kabupaten Kolaka

1). Sudah berapa banyak tanah wakaf yang terdaftar dalam
kementrian Agama Kabupaten Kolaka ?

2). Bagaimanakah Prosedur Dalam Kelegalitasan Tanah Wakaf di
Kabupaten Kolaka?

5. Pihak KUA

Eddy syam S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka

1). Apakah anda menyaksikan proses surat menyurat dalam
Legalitas Tanah wakaf di TPQ Hipti Kolaka ?

2). Bagaimana prosedur dalam pengesahan Legalitas Tanah wakaf
di Kecamatan Wundulako ?

6. Pihak Ahli Waris
Mulkim selaku Ahli waris dari H Abdul muis kore

1). Sebagai Ahli waris apakah anda setuju dengan perwakafan
tersebut ?

2). Apakah ada selain anda dari Ahli waris yang menentang
perwakafan tersebut?

3). Apakah ada kendala dan permasalahan yang terjadi selama
pengelolaan tanah wakaf ?
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DOKUMENTASI

Gambar 1

Dokumentasi kondisi Taman Pengajian Qur’an (TPQ Hipti Kolaka) 90% hampir
selesai yang berada di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Kecamatan Wundulako
Kabupaten Kolaka.

Gambar 2

Dokumentasi Kondisi dalam ruangan Taman Pengajian Qur’an (TPQ ) Himpunan
Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kolaka
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Gambar 3

Dokumentasi wawancara Bersama H.abdul muis kore selaku Wakif Tanah

Gambar 4

Dokumentasi Wawancara Bersama ibu azizah selaku Nadzir TPQ Hipti Kolaka



Gambar 5

Dokumentasi kondisi TPQ Hipti Kolaka Bersama
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